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ABSTARK 

Andry Pranata Sembiring, Evaluasi Kineija Pemerintahan Desa Studi Kasus di Desa Medan 
Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ( 2010 - 2015) dibimbimg oleh 
Drs. Usrnan Tarigan, MS, Rudi Salam Sinaga, S.Sos,M.Si. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mensingkronkan data dilapangan dengan 
Judul Skripsi yang disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

Adapun objek penelitian adalah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten 
Deli Serdang "Evaluasi Kinerja Pemerintaha Desa. Tipe penelitian kualitatif deskriptif. Data primer 
dikumpulkan dengan pengamatan dan data skundemya dikumpulkan melalui observasi, perpustakaan 
literature dari internet dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program kerja pada Pemerintahan desa pada umunmya 
kurang disosialisasikan kepada masyarakat , sehingga masyarakat sendiri tidak tahu apa hak dan 
kewajibannya sebagai warga Desa. 
Selain dari pada itu untuk pendistribusian beras raskin juga tidak ada pendataan yang jelas mana 
yang berhak mendapatkan beras raskin, sehingga penulis melihat dilapangan hanya itu-itu saja orang 
menerimanya. 

Khusus untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat masih kurang, dimana dalam pengy 
rusan surat-surat masih berbelit-belit dan ini tentu tidak sesuai dengan fungsi aparatur desa yang 
tugasnya melayani warganya dengan sebaik-baiknya. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berkembangnya sistem pemerintahan pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem 

Politik yang dianutnya , dimana negara yang sudah maju sistem politiknya dengan sendirinya 

pemerintahannya akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah dipgramkan oleh pemerintahan 

dari suatu negara tersebut. 

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda- beda dalam menjalankan roda 

Pemerintal1annya antara lain sistem pemerintahan Presidentil & Parlementer , dimana kedua sistem 

ini mempunyai kelebihan, k:ekmangan dan karateristik masing-masing Sejak talmn 1945 Indonesia 

pernah berganti sistem pemerintahan serta mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 . 

' Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalal1negara yang menerapkan sistem 

Pemerintahan Presidensial, namun dalam peijalanannya Indonesia juga pemal1 menerapkan sistem 

Pemerintahan Parlementer ini juga teijadi akibat situasi poliitik yang tengah terjadi pada saat itu . 

elain dmi pada itu Indonesia juga memiliki Otonomi Daerah , dimana otonomi daerah ini adalah 

Hak , wewenang dan kewajiban daerah otonomi unhlk mengatur dan mengurus pemerintahan 

daerahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang­

un angan yang berlaku. 

Pelaksanaan otonomi daeral1 sangatlah penting tmtuk pembangunan daerahnya dalam 

rangka mensejal1terakan masyarakatnya sesuai dengan potensi daeralmya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 tentm1g Desa dimana 

merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang 

3 
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berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

'Dalam penyeleggaraan Pembangunan Desa dilakukan olen Pemerintah Desa dan mengatur 

serta mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang menjadi dasar dan tujuan dari Pemerintah 

Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembangtman untuk kepentingan masyarakat kbususnya masyarakat Desa Medan 

Esteta. 

Desa Medan Estaeadalah merupakan lembaga pemerintahan terbawah, dimana Desa itu 

sendiri gabungan dari beberapa Dusun yang ada diwilayah Medan Estate. 

Desa Medan Estate terdiri dari 12 DusLm yaitu sbb : 

1. Dusun- I 

2. Dusun- II 

3. Dusun - ill 

4. Dustm - IV 

5. Dustm - V 

6. Dusun - VI 

7. Dustm - VIT 

8 Dusun- VITI 

9. Dustm- IX 

10. Dusun - X 

11 .Dusun - XI 

12 .Dusun - xn 

Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus),dan pengangkatarmya diusulka.11 

oleh masyarakat di Dusun tersebut kemudian Kepala Desa akan menerbitkan Surat Keputusan 

Pengangkatan Kepala Dusun (Kadus) tersebut. 

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, dimana pemerintal1annya terdiri dari : 

- Kepala Desa 

- Perangkat Desa 

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Seorang Kepala Desa diangkat melalui pemilihan Kepala Desa secara langstmg, sedangkan masa 

j abatan Kepala Desa sesuai dengan Undang - undang No. 6 Tahun 2014 adalah selama 6 Tahun ----------------------------------------------------- 
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dan dapat dipilih untuk 3 kali masajabatan tiga kali bertumt-turut maupun tidak bertumt-tumt. 

Selanjutnya bagi seorang Kepala Desa yang belum habis masajabatannya , akan tetapi ikut 

kembali dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersaugkutan harus meugundurkan diri terlebih 

dahulu sebagai Kepala Desa dan meudelegasikan tugasuya kepada Sekretaris Desa sebagai (Pit) 

Kepala Desa menunggu pengangkatan Kepala Desa yang_terpilih. 

Prestasi kerja (Kine1ja) didalam pemerintahan Desa tidak cukup hanya dengan peningkatan 

pendidikan dan pelatihan saja, tetapi harus dilakukan peningkatan motivasi ke1ja. Menumt Anwar 

Prabu Mangkunegara ( 2000 : 67) Kinetja (prestasi ke1ja) adalah hasil kerja scara kwalitas dan 

kwantitas yang dicapai oleh seorang pegawai (pemerintahan Desa) dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Dari penibahasan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diangkat adalah " Bagaimana 

Kinerja dan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ( 2010 - 2015) " 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dari Identifikasi masalah diatas dalam penelitian iui perlu adanya pembatasan masalab 

agar tidak terjadi perluasan masalal1 dan tidak salah penafsiran atau pengertian yang berbeda 

dengan Indentifikasi masalah yang telah dirumuskan dan yang akan dilakukan penelitian. 

daptm pembatasan masalahnya adalah sbb : 

a. Evaluasi Kinerja Pemerintahau Desa pada Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei 

Tuau Kabupaten Deli Serdang ( 2010 - 2015) 

5 
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b. Ruang lingkup penelitiannya di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten 

Deli Serdang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitianyang dilakukan adalah w1tuk mengevaluasi Kinerja Pemerintahan 

pada Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (2010 - 20015) 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah selain salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

(Sl) pada Program Studi llmu Pemerintahan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik Universitas 

Medan Area , juga Wltuk mengetahui seluk- beluk pembangunan yang dilaks~akan oleh 

Pemerintahan Desa. 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu peng~ 

tahuan, pengalaman dan wawasan dalam kehidupan berpolitik serta menjadi bahan perbandingan 

Wltuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan konsep kepada para perang 

' at desa khususnya dalam pemerintahan Desa dan masyarakat pada umumnya. 

6 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andry Pranata - Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut ....



2.1. Pemerintah 

BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemerintah adalah sistern untuk menjalank:an wewenang dan kekuasaan dalarn mengatur 

kehidupan social, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. 

Pengertian Pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang scara bersama - sama memikul 

tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. 

Pemerintahjuga diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah 

pada suatu Negara. 

Istilal1 Pemerintall mungkin pernal1 kita dengar dalam kaitannya dengan kolonial yang 

membentuk kata Pemerintah Kolonial . Pengertian Pemerintall Kolonial sendiri adalah Pemerintal1 

yang dibangun dibawah inspirasi filsafat merkantilisme yang tercermin dalam Pemerintahan 

wilayah yang dikuasasi atau diduduki . 

2.2. Sistem Pemerintahan 

Istilal1 sistem pemerintal1an berasal dari gabungan dua kata yaitu sistem dan Pemerintahan 

ata sistem merupakan terjemahan dari kata ist m (bal1asa inggris) yang berarti susunan tatanan, 

j aringan atau cara , sedangkan pemerintahan berasal dmi kata pemerintah ang artinya perintah 

a Perintah adalah perkataan yang berarti menyuruh orang lain untuk melak:ukan sesuatu 

b.P merintah adalal1 kekuasaan. yang memerintah suatu wilayah, daerah ata Negm·a. 

7 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andry Pranata - Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut ....



Dari pengertian pemerintahan diatas dalam melakukan pembahasan mengenai Pemerintahan 

Pemerintahan Negara, dasar yang dipergunakan yakni konteks pemerintahan dalam arti luas yang 

meliputi pembagian kekuasaan Negara, hubungan antar alat- alat perlengkapan Negara yang 

menjalankan kekuasaan- kek:uasaan tersebut baik hubungan horizontal ( pemisahanJ pembagian 

kekuasaan) maupun hubungan vertikal ( pemancaran kekuasaan) antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Lokal. 

2.3. Sistem Pemerintahan Indonesia 

Sistem pemerintaban mempunyai sistem dan tujuan untuk menJaga suatu kestabilan negara, 

namun secara luas sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku 

kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, 

pertahanan, ekonomi , keamanan , ehingga menjadi system pemerintal1an yang kontinu dan 

demokrasi , dimana seharusnya rna arakat bisa ikut turut audil dalam pembaugtman sistem 

pemerintahan secara sempit , sistem pemerintaban hanya sebagai sarana kelompok untuk 

menjalankan roda pemerintahau gtma menjaga kest.abilan negara dalam waktu relatif lama dan 

mencegah adanya perilaku reaksioner mauptm radikal dari rakyat.nya itu sendiri. 

Pada sistem pemerintahan mengacu d ngan bentu.k Negara Indonesia hal ini telah tercantum 

Tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alin a IV aug menyatakan bahwa " Kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang 

rbentuk dalam suatu susunan Negara Republik. Indonesia dengan berfalsafah Pan.casila yang 

m mptmyai semboyan Bhineka Tunggal Ilea, v alaupun berbeda-beda suku bangsa agama, bahasa 

dan adat istiadat, namun tetap satu jua. 
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Menurut pasal 1 ayat 1 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik 

menurut Undang-Undang Dasar 1945 , kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

kanmenumt UUD, system pemerintahannya yaitu Negara berdasarkan hokmn (rechsstaat) dengan 

kata lain penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan kekuasaan lain ( machssaat ) , dengan 

berlandaskan pada hukum ini , maka Indonesia bukan negara bersifat Absolutisme (kekuasaan 

yang tidak terbatas) .. 

Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997 bangsa dan negara Indonesia telah 

telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik 

menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Setelah ditetapkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang 

pertimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggQ 

raan pemerintahan negara yang beba KKN merupakan tonggak awal dati diberlakukannya sistern 

otonomi daerah di Indonesia. 

Berikut ini adalal1 beberapa alat penyelenggara Negara yang ada di Indonesia yang 

menjadi penentu keberhasilan Negara Indonesia dalatn membatlgtnl dan menciptakan tujuan 

negara ym1g dikehendaki berdasarkan UUD 1945 . Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat 

diartikan dalatn dua bagian, yaitu dalatn arti mpit dan dalatn arti luas. 

Dalam arti sempit pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif saja yaitu : 

1. Tingkat pusat meliputi Presiden dan Wakil Pr s.iden, menteri-rnenteri dan instansi yang berada 

dalatn ruang lingkupnya. 

Tingkat daerah meliputi Provinsi yang terdirri dari Gubemur dan Wakil Gubernur ang dbantu 

oleh dinas - dinas , Kota dan Kabupaten dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota atau 

Bupati dan Wakil Bupati dibantu dinas- dinas, catnat , lurah atau K pala Desa, Kepala Dusun 

, dan RT. 
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Sedangkan dalam arti luas adalah meliputi semua alat kelengkapan negara yaitu MPR, DPR, 

DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial 

dan Lembaga khusus antara lain Komisi Pembrantasan Korupsi , Komisi Pemilihan Umum dan 

Bank Sentral. Pemerintahan NKRI tidak terlepas dari Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 

1945 sebagai Konstitusi , antara Pancasila dan UUD 1945 

Terjalin hubtmgan yang berkaitan , Pancasila yang digtmakan adalah Pancasila yang dicantumkan 

dalam pembukaan UUD 1945, dalam Ketatanegaraan UUD 1945 adalah penjabaran dari hakikat 

pokok Pancasila. 

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, Presiden adalah kepala negarg 

nya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan 

eksekutif dan melaksanakan undang - WJdang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang 

menter i, apabila semua mente1i ang ada tersebut dikoordinir oleh seorang Perdana Menteri, 

maka dapat disebut dewan mente · kabinet. Sedangkan Kabinet dapat berbentuk presidensial dan 

kabinet minisuial yaitu : 

a. Kabinet Pt·esidensial 

Kabinet Presidensial adalah suatu abin t dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan 

pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden m rangkap jabatan sebagai Perdana_Menteri, sehingga 

para menteri tidak bertanggung jawab kepada parl m n (DPR) melainkan_kepada Presiden 

b. Kabinet Ministrial 

Kabinet Ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan 

p merintahan, baik seorang menteri secara endiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota 

abinet bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). 
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c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan .dalam memerintah . 

Sistem Pemetintahan system yang dimiliki suatu Negara dalam mengatur pemerintahannya 

setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintal1aunya dan itulah yang 

disebut system pemerintahan. 

Menurut Pamudji sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh , dimana 

didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirann a mempakan sistem tersendiri yang 

mempunyai fungsi masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata, atau 

norma tetientu dalam rangka mencapai satu tujuan (Pamudji ,Menurut Jarl.J.Fedtich sistem adalah 

sesuatu keselumhan yang terdiri dari berbagai macam bagi an-bagian mempunyai hubLmgan fungsi 

onal baik antar bagian maupun ke eluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergan 

tungan antar bagian-bagian yang akhim a jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka 

akan mempengaruhi keseluruhan oh. Kusnardi dan Hermaly Ibral1im ( 1980 : 160 ) 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian tentang sistem yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli dapat ditmik ke impulan mengenai pengertian system sebagai berikut : 

Sistem adalal1 kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain. 

bagian atau anak cabang dmi suatu sistern m njadi induk sistem dari rangkaian selm1jutnya. 

Begitulal1 seterusnya sampai pada bagian aug terkecil, msaknya salah satu bagian yang akan 

mengganggu kestabilan sistem itu sendiri . 

Pernerintahan Indonesia adalah salah atu contoh sistem pemerintahan, anak cabangnya 

adalah system pemerintal1an daerah , kemudian setemsnya system pemerintahan desalk:elurahan 

(Inu Ken can a Syarrie, 1992 : 101 ) 
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);> Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR 

);> . Presiden tidak bertanggung jawab kepada :MPR 

);> \Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggtmg jawab kepada 

terhadap :MPR 

);> Kek:uasaan Kepala Negara tidak terbatas. 

Sesudah UUD 1945 diamandemenn 

~ Bentuk Negara Kesatuan dengan pnns1p otonomi yang luas, wilayah Negara terbagi 

atas beberapa provinsi 

);> Bentuk Pemerintahan adalah Republik 

);> Sistem Peme1intal1an adalah Presidensial 

> Presiden adalal1 Kepala Negara sekaligtJs Kepala Pemerintal1an 

> Kabinet atau mente1i diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden 

> Parlemen terdiri atas dua (bicameral aitu DPR dan DPD 

> Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh abkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya 

Dalam sistem pemerintahan presidenti ang dianut di Indonesia , pengaruh rakyat terhadap 

bijaksanaan politik kurang menjadi perhatian , lain itu pengawasan rakyat terhadap 

erintahanjuga kurang begitu berpengaruh kar na pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu 

ya otoritas dan konsentrasi kekuasaan ang ada ditangau Presideu. 

Selain itu sering terjadi peuggantian pejabat di kabinet , karena Presideu mempunyai hak 

Prerogratif lmtuk melakukan itu. 
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2.4. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah 

Kajian tentang Desent:ralisasi sampai saat ini masih tems berlangsung , luas cakupan dari 

Desentralisasi itu sendiri juga berbeda - beda tergantung dari pada pemaknaan dan perspektif 

yang digunakan. Desentralisasi adalal1 pelimpahan kek:uasaan dan pembuatan keputusan secara 

meluas kepada tingkatan - tingkatan yang lebih rendah . Keunttmgan Desentralisasi adalah sama 

dengan Delegasi , yaitu mengurangi beban atasan dalam suatu tugas pekerjaan yang berat atau 

tidak dapat dikerjakan sendi1i. 

Menurut PBB Desentralisasi merupakan perpindahan kek:uasaan politik fiscal dan 

dministrative kepada sub nasional pemerintah yang mampu mengambil keputusan setidaknya 

pada beberapa bidang kebijakan. 

eperti diketahui berdasarkan pendapat klasik G.Shabir Cheema dan Dennis A.Rondinelli ada 

mpat bentuk pokok dari Desentralisasi yaih1 Dekonsentrasi, Delegasi, Devolusi, dan Privatisasi 

(Debirokrati.sasi) . 

Beberapa bentuk pokok dari De entralisasi menurut G,Shabir Cheema dan Dennis 

Rondinneli antara lain: 

a Dekonsentrasi adalah pelimpahan we en an a dari P merintal1 Pusat kepada Pemerintah atau 

epala Wilayal1 atau Kepala Instansi ertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. 

b. Delegasi adalal1 suatu pelimpal1an wewennang dan tanggung jawab formal kepada orang lain 

orang lain untuk melaksanakan kegiatan tert ntu. 

_ D olusi adalah pembenhlkan dan pemberda aan tmit -unit pemerintahan di tingkat lokal oleh 

P merintal1 Pusat dengan control pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang - bidang 

rtentu saja. 

Pri atisasi/Deborikratisasi adalal1 pelepasan semua tanggtmg jawab fimgsi - ftmgsi organisasi 

·sasi pemerintah kepada organisasi swasta atu perusal1aan-perusal1aan swasta. 
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Desentralisasi di Indonesia sudah ada cuk:up lama, dimulai sejak Tahun 1993 yaitu sejak 

diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1993 tentang pokok - pokok Pemeiintahan daerah 

Otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tugas Pusat dan Daerah. 

Selain itu terdapat pula pada Peraturan Pemerintah o. 45 Tahun 199 dan dikuatkan dengan 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995. Menumt ndang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah , Desentralisasi dikonsepsikan sebagai Penyerahan wewenang disertai 

tanggung jawab Pemerintah olen Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi. 

Adapun beberapa alasan yang mendasari perlunya Desentralisasi adalah sbb : 

~ Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. 

~ Mengakomodasi terwujudnya prinsip domokrasi . 

~ Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

~ Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secm·a optimal. 

~ Mengakomodasi kepentingsn po}jtik. 

~ Mendorong peningkatan kualitas an lebih kompenti tif 

Otonomi Daerah 

Berdasarka11 Undang-Undang No . 3_ Tahun 2004 mendefinisikan bal1wa Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengums sendiri 

urusan Pemerintal1an dan kepentingan rna arakat etempat sesuai dengan Peraturan Perundang -

Undangan. Sedangkan menumt Supannoko 00 : 61) mendefinisikan Otonon Daerah sebagai 

wenangan Daerah Otonom untuk mengahrr kepentingan masyarakat stempat menurut prakm·sa 

diri berdasarkan aspirasi masyarakat . Sesuai dengan penjelasan Undang - Undang No. 32 

ahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daeral1 Kabupaten!Kota didasarkan kepada 

ntralisasi dalam wujud otonomi yang luas, n ata dan bertangg1mg jawab. 
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Dan berikut ini adalah pembahasannya : 

a. Kewenangan otonomi luas 

Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah tmtuk melaksanakan pemerintahan yang 

rneliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pettahanan kearnanan politik luar negeri, 

peradilan, agarna, moneter & fiscal serta kewengang(!n pada aspek lainnya ditetapkan dengan 

Peraturan Penmdang- Undangan . Disisi lain keleluasa'an otonomi meliputi juga kewenangan 

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari J rencanaan, pelaksanaan, pengawasan. 

Pengendalian hingga evaluasi. 

b. Otonomi Nyata 

Otonomi nyata berarti keleluasaan daerah tmtuk menjalankan kewenangan pemerintal1 dibidang 

dibidang tertentu yang secara n 1ata. ada dan diperlukan dan tumbuh hidup dan berkembang 

didaerah. 

Otonomi Yang Bertanggung Jawab 

Otonomi yang bertanggung jawab berarti b :rv. , jud pertanggung jawaban sebagai konsekuensi 

pemberian hak sera kewenangan kepada da rah dalarn mencapai tujuan pemberian otonomi 

daerah berupa, pembangtman kehidupan d mo' i p ningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

rnakin tinggi, keadilan dan pemerataan rta p meliharaan hubungan yang sehat antara pusat 

dan daerah serta antar daerah dalam u aha m njaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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Hakekat, Tujuan Dan Prinsip Otonomi Daerah 

1. Hakekat Otonomi Daerah 

Pada hak:ikah1ya otonomi daerah membetikan 

di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya,mampu bersaing dalam kerja 

sama, professional, temtama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber 

daya dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan 

daerah tmtuk melaksanak:an pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali 

bidang pettahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter & fiscal serta 

kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan Pemngang-Undangan. Disisi 

lain keleluasaan otonomi juga kewenangan uhth dan bulat dalam penyelenggaraan mulai 

dari perencanaan pelak:sanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. 

Berdasarkan uraian diatas, mak:a dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak: 

hak: mengurus mmah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari 

ber dari wewenang dan urusan-uru an pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintal1 

daerah, yang dalam penyelengaraann a lebih memberikan tekanan pada prinsip - prinsip 

demokrasi, peran serta masyarak:at , pem rataan dan keadilan serta memperhatikan potensi 

dan keragaman daerah. Otonomi daerah adalah k mandirian rakyat di daerah untuk mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan dan m ] : akan pembangunan di daeral1. Dan otonomi 

daeral1 mencak:up dna hal , yaitu pember:ian ewenang dan pemberian tanggung jawab 

dalam mengahrr dan mengurus umsan p m rintahan dan kepentingan masyarak:at setempat 

menumt prak:arsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarak:at dalam sistem Negara Kesatian 

Republik Indonesia. 
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2. To juan Oton~i Daerah 

Tujuan dari pe~an otonomi daerah dimanan dijelaskan dalam Undang- Undang melalui 

Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan , keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negar Kesatuan Republik Republik Indonesia. 

Atas dasar pencapaian tujuan diatas, prinsip- prinsip yang dijadikan pedoman dalam 

Pemberian otonomi daeral1 adalah sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004). Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn a11i daerah 

diberikan kewenangan mengums dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi 

yang ditetapkann dalarn Undang- Undang ini. Daerah memilik:i kewenf!llgan membuat 

kebijakan daeral1 tmtuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdg 

yaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Berikut tujuan pokok pelaksanaan daerah di Indonesia 

~ Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan mas arakat di daerah agar semakin baik. 

> Memberi kesempatan pada daerab untuk mengatur dan mengurus daeralmya sendiri sesuai 

dengan tradisi dan adat kebiasaan an5 b J:lab..~ di daerah tersebut 

Meringankan beban pemerintah pusat agar p lak anaan pemerintahan dan pembanglman 

temtama di daeral1 lebih efektif dan efisien. 

> Memberdayakan dan mengembangkan pot :nsi sumber daya alam dan mas arakat 

daerah agar mampu bersaing dan profesional . 

Mengembangkan kehidupan demokrasi , keadilan dan pemerataan di daerab. 

Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daeral1 maupun 

daerah untuk menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia. 
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~ Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimtmgkinkan tidak hanya di pemerintah daerab dan 

daerah Kepala Desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta smnber daya 

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan 

kepada yang menugaskan. 

2.5. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Pengertian Kinerja yaitu suatu basil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Tika (2006) Kinetja adalah sebagai hasil-hasil 

fungsi pekerjaan kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleb 

berbagai faktor tmtuk mencapai tuj uan rgani asi dalam periode 

waktu tertentu . 

Secara etimologi kinerja berasal dari kata prestasi kerja (petfmmance). Sebagaimana yang 

Dikemukakan oleb Mangktmegara : 6 bahwa istilal1 kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance pr i kelja atau prestasi sestmggubnya yang dicapai 

seseorang) yaitu hasil ket:ia secara kualitas dan kuantita ang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tang ja ab ang diberikan kepadanya. 

Kinerja merupakan basil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai den an tano-gung jawab yang diberikan kepadanya. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja 

(kinerja) adalah penilaian yang dilakukan e ara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan 

karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu juga menentukan pelatihan kerja secara tepat, 
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memberikan tanggapan yang lebih lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menent.!! 

kan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan_penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian prestasi 

kerja (kinetja) adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi dari Sumber Daya 

Manusia. 

Menurut Rivai dan Basri ( 2005) pengertian .kinerja adalah kesediaan seseorang atau 

kelompok orang tmtuk melakukan sesuatu kegiatan dan men empwnakannya sesuai dengan 

tanggung jawab dengan hasil yang seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Bambang Guritno 

dan Waridin ( 2005) kinerja mempakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan 

dengan stndar yang telah ditentukan. 

1. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson 2003 p 9 ada tiga perangkat variable yang mempengaruhi perilaku 

dan prestasi kerja atau kinerja aitu : 

);.> Variabel Individual , tercliri dari kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik , latar 

belakang (keluarga, tingkat o ·a1 p :nggajian dan demografis (usia,asal usu.l , jenis kelamin) 

);> Variabel Organisasional, yaitu t n liri dari swnber daya , kepemimpinan, imbalan, struktur 

Stmktur desain pekerjaan. 

);> Variabel Psikologis, yaitu terdiri d.ari p I ikap, kep1ibadian, belajar , motivasi 

2.6. Pemerintahan Desa 

A. Desa 

Pada saat reformasi bergulir pad.a tahun 1998 di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan 

di d.aerahjuga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 1994 dan 

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 menjad.i tid.ak terelakkan lagimaka lahirlah Undang-Undang 

21 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andry Pranata - Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut ....



No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur daerah otonomi dan 

Desa dalam satu paket , yang kemudian dalam pe1jalannya direvisi kembali rnenjadi Undang ­

Undang No. 32 Tahun 2004 dan dirubah kembali menjadi Utmdang-Undang No.12 Tahtm 2008, 

Undang-Undang No.l2 Talmn 2008 tersebut tidak aja mengatur dan sekaligus membawa perubah 

an di dae1·al1 (provinsikabupaten dan kota). NamtiD juga m mberikan landasan bagi perubahan yang 

mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah rnuncul 

nya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempakan lembaga tersendiri & memiliki fungsi 

yang sangat luas antara lain mengayomi adat istiadat, membuat Peratman Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi rnasyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Desa adalah sebagai tempa:t tinggal kelompok atau sebagai masyaraka:t hukum dan wilayah 

daerah kesatuan administrati e, vvu·ud! bagai kediaman beseita tanah pertanian daerah perikanan, 

tanah sawab , bangunan, hutan belu.ka:r ang keselumhannya merupakan wilayah - wilayah yang 

dikuasai oleh Hak Ulayat Mas araka D a Kartohadikuswno, 1998: 16 ). 

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukun a berjudul " Otonomi Desa "menyatakan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat h ku:m g memptmyai sustman asli berdasarkan hak 

asal usul yang bersifat istimewa, landasan p m ·, dalam mengenai Desa adalab keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi , asli , demokratisasi dan p mb rda 1aan masyarakat ( Widjaja, 2003 : 3 ). 

Berdasarkan pengertian Desa tersebu dia dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa adalal1 

kesatuan masyarakat bukum yang mempun ai k v enangan mengatur dan mengurus kepentingan 

sendiri. Artinya Desa itu memihki hak otonomi hanya saja otonomi desa disini berbeda dengan 

otonomi fonnal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan, kabupaten , tetapi otonominya 

hanya sebatas pada asal-usul, adat- istiadat ( Solekhan 2012 : 37 ) . 
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Kajian terhadap otonomi desa biasaanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlak!! 

kan desa.Dilihat secara mendalam magna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 

Undang-Undang Dasar 1945 berikut penjelasann a, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal 

tersebut mencerminkan pengakuan Negara terhadap apa yang disebut otonomi desa. Selain dari 

pada itu desa sebagai susunan asli yang memiliki hak al-usul, maka menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi disasmita, 2006 : 43 ). 

Sedangkan menumt Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 1 (satu) 

menyebutkan bal1wa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. 

Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayal1 yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa mas araka hak a al -usul, atau hak tradisional yang duakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara . atuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan tmtsan p. m rintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik In · n · ia.Yang te1masuk dari Pemerintahan Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut denga:n nama lain tang dibantu dengan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan De a 

Memm1t Peraturan Pemerintah o. - ahun _005 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-baata · a ah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengums kepentingan masyarakat setempat b n iasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat 

yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pem rintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

memiliki kewenangan atau hak yang luas dalam mengatur wilayahnya, seperti yang kita ketalmi 

bahwa Desa bukanlal1 bawahan dari Kecamatan. 
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Kecamatan mempakan perangkat daerah Kabuapaten Kota/Kota, sedangkan Desa bukanlah 

bagian dari perangkat daerah . 

Dalam pasal67 ayat satu (1) Desa memiliki hak yaitu : 

a. Mengatur dan mengums kepentingan mas arakat berasarkan hak asal-usul , adat- istiadat 

dan nilai sosial budaya rnasyarakat Desa. 

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa 

c. Mendapatkan sumber pendapatan. 

Sedangkan dalam pasal dua (2) Desa memiliki kewajiban yang meliputi : 

1. Melindungi dan menjaga persatnan , kesatuan , se1ta kemkunan mas arakat Desa dalam 

rangka keruh. .. 1man Nasi.onal dan keutuhan Negara Kesah1an Republik Indonesia. 

2 . Meningkatkan kualita k hidupan masyarakat Desa 

3. Mengembangkan kehidupan d mokrasi 

4 . Menembangkan pemberdayaan rna arakat Desa 

5. Memberikan dan meningkatk.an p la an kepada masyarakat Desa. 

Dalam pasal 68 telal1 ditetapk.an an menj adi hak dan kewajiban dari masyarakat desa 

yang meliputi : 

I. Hak dari masyarakat desa adalab : 

a . Meminta dan mendapatkan informasi ari P m rintahan Desa serta rnengawasi kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa p 1 ' :J.aan pemba gunan desa pembinaan kemasy_g, 

rakatan Desa dan pemberdayaa.n mas arakat Desa. 

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil 

c . Menyampaikan aspirasi, saran dan pen dapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab 

tentang kegiatan penyelengaan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat D 
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d. Memilih, dipilih atau ditetapkan menjadi : 

1. Kepala Desa 

2. Perangkat Desa 

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa 

e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban 

di Desa. 

II. Kewajiban Masyarakat Desa adalah: 

a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa 

b. Mendorong terciptan k giatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pernbinaan kernasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa yang baik. 

c. Mendorong terciptanya situ g arnan nyarnan, tentram di Desa. 

d. Memelihara dan mengembangkan nilai pennus awaratan, pennufakatan , Kekeluargaan 

dan kegotongroyougan di De a 

e. Berpartisipasi dalam berbagai k giatm di D a. 

Menurut R.Binarto (1968 : 95), Desa adalah uatu. perwujudan geografis yang ditimbulkan 

ditimbulkan oleh unsur-tmsur fisiografis social k n m i politis dan kultural yang terdapat disitu 

dalam hubungan dan pengaruh timbale balik d ngan daerah-daerah lain. Sedangkan memrrut P .J. 

Bomnen ( 1971 : 19 ) , Desa adalah salah atu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak 

beberapa ribu orang, hamper semuanya mengenal , termasuk didalamn a hidup dari pertanian, 
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perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengarnhi oleh hukum dan kehendak alam dan 

dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatankuluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah­

kaidah sosial. 

B. Pengertian Pemerintab Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah Desa adalah alat kelengkapan 

Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala Dustm. Dalam pasal 202 Undang -

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintal1an Daerah ( UU Pemda ) dinyatakan bahwa 

Pemerintahan Desa terdi1i atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dmi 

Sekretmis Desa (Sekdes) , Kepala Dusun (Kadus) ,Rukun Tetangga (RW) dan Rukun Wm·ga (RW). 

Dengan demikian dapat disimpul kan bahwa aparat Desa meliputi semua orang dalam urusan 

pemerintahan desa. 

Dalam peraturan pemerintah omor. 72 Tahtm 2005 tentang menjelaskm1 bahwa susunan 

organisasi Pemerintah Desa yakni t rdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Selanjutnya Pemerintahan D a meliputi Kepala Desa dan perangkat desa.Sedangkan 

perangkat desa meliputi Sekretaris Desa dan p rangkat Desa lainnya. 

Yang dimaksud dengan perangkat D lainnya adalah: 

1. Sekretaris Desa disebut kepala urusan yang t rd.iri dari : 

a. Kepala Urusm1 Pemerintal1an 

b. Kepala Urusan Pembanglman 

c. Kepala Umsan Umum 

2. Pelaksanaan teknis lapm1gan disebut Pamong , yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan 

masyarakat setempat dan ditetapkan dalam p ratuan desa. 
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3. Unsur kewilayahan disebut Dusun yang disesuaikan deugan kondisi kebutuhan rnasyarakat 

setempat dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

1. Sekretaris Desa 

Seorang Sekretaris Desa memiliki tugas dan fung i untu.k mendukung berjaJatmya roda 

pemerintahan Desa daJatn sebuah desa. Tugas pokok dan fungsi sekretaris desa meliputi : 

A. Tugas Sekretaris Desa 

1. Mernbantu KepaJa Desa dibidang adrninistrasi urnum dalatn pen elenggaraan tugas dan 

wewenang pemerintah desa. 

2. Melaksanakan tugas kepala desa dalatn hal kepala desa berhalangan. 

3. Melaksanakan tugas kepala des a apabila kepala desa diberhentikan semen tara 

4. Melaksanakan tugas-tugas lain ang diberikan oleh kepala desa 

B. Fungsi Sekreta ris Des a 

1. Perencanaan kegiatan dibidan a ad:ministrasi umum dan keuangan 

2. Pelaksanaan kegiiatan dibidang ad.ministr i umurn dan keuangan. 

3. Pengkoordinasian kegiatan dibidana dministra i dan keuangan 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan tug ,ran at desa lainnya. 

2. Kepala Urusan Umum 

Kepala urusan umum memiliki tugas m mbantu h1gas-tugas sekretaris desa yakni dibidang : 

a. Mengelola administrasi ummn pernerintah desa 

b. Memberikan pelayanan kepada mas arakat dibidang kegiatan surat menyurat 

c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan bat·ang-barang inventaris kantor 
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d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor 

e. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat 

f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat , penerimaan tamu dinas dan kegiatan 

rumal1 tangga Desa 

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sela.-etaris desa. 

3. Kepala Urusan Umum 

Kepala urusan umum memiliki tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa yakni dibidang : 

a. Mengelola administrasi keuangan desa 

b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa. 

c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD 

d. Menyiapakan bahan 1 aporan keuangan desa 

e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa. 

f. Melakukan tugas lain an diberikan oleh kepala desa 

g. Melakukan tugas 

4. Kepala Urusan Pemerintahan 

Kepala urusan pemerintahan m iliki tugas-tugas sebagai berikut : 

a. Men!,'l.unpulkan , mengelola dan m n ·apkan data dibidang pemerintahan desa 

ketenteraman, ketertiban dan p :rl'indungan masyarakat. 

b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah tennasuk 

Rukun Warga dan Ruklm Tetangga serta masyarakat. 

c. Malaksanakan administrasi , pelaksanaan pemilihan umum , pemilihan Presiden, 

pemilihan , Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial 

politik. 
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d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi. 

e. Melaksanakan tugas dibidang pertahanan. 

f. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan 

Kepala Desa. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. 

5. KepaJa Urusan Ekonomi Pembangunan 

Kepala urusan umum memiliki tugas membantu tugas - tugas kepala desa yakni 

dibidang : 

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangy 

nan 

b . Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pembangunan 

serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan. 

c. Melakukan admini trasi dan membantu pelaksananaan pelayanan dibidang tera 

ulang, permohonan izin aha, izin bangunan dan lain-lain. 

d. Menghimpun potensi data di desanya serta meenganalisa dan memelihara untuk 

dikembangkan. 

e. Malakukan administrasi basil "vada a masyarakat dalam pembangtman dan basil 

pembangunan lainnya. 

f. Melah.'1tkan administrasi dan memper iapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan 

rencana dan proyek, daftar usu.lan kegiatan, daftar isian proyek mauptm daft.ar isian 

kegiatan. 
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g. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga 

pemberdayaan masyarakat desa maupun lembbaga - lembaga di bidang pertanian, 

perindustrian dan pembangunan lainnya 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan okel kepala desa. 

6. Kepala Dusun 

Kepala Dusun memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kepala desa dalam 

melaksanakan roda pemerintal1an desa. Tugas kepala dustm meliputi : 

a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjan a. 

b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong 

masyarakat. 

c. Mela1...llkan kegi atan penerangan tentang pemeerintah kepada masyarakat 

d. Membantu kepala de a dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT, RW 

diwilayal1 kerjanya 

e. Melaksanakan tugass lain yang diberikan kepala desa. 

Fungsi kepala dusun 

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa , pelaksanaa.11 

Pembangunan dan pembinaan ffia') arakat eli wilayal1 dusun. 

b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

c. Mela1...'1lkan usal1a dalam rang:k.a meningkatkan paiiisipasi dan swadaya gotong 

royong masyarakat yang mela1...'Ukan pembinaan perekonomian. 
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d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. 

e . Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimppahkan oleh kepala desa. 

7. Badan Perwakilan Desa (BPD) 

Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kepala desa mempunyai fungsi menetapkan 

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi mas arakat. 

Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki tugas sebagai be1ikut : 

a. Membahas rancangan peraturan desa 

b . Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan Kepala 

De sa. 

c . Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 

d. Membentuk panitia pernilihan kepala de sa 

e. Menggali, menampung, m nghimpun, merumuskan dan menyalurkan dan menyalu.r 

kan aspirasi masyarakat. 

f. Menyusun tata tertib Badan Perwakilan Desa (BPD) 

Hak Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut: 

1. Meminta keterangan kepada p m rintah desa 

2. Menyatakan pendapat 

Kewaajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan 

perundang-undangan 
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2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menelenggarakan pemerintaha:n Desa 

3. Mempertahankan dan memelihara hokum :nasional serta keuhlhan NKRI 

4. Menyerap, menampung, menghimptm dan me:nindak lanjuti aspirasi masyarakat 

5. Proses pemilihan kepala desa 

6. Mendahulukan kepe:ntingan umum diata kepentingan pribadi , kelompok dan 

golongan. 

7. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat 

8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kernasyarakatan. 

(Sumber : Dalam htp w.w.w Wikipedia bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas.com) 
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3.1. Jenis Penelitian 

BABIII 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

Metode k:ualitatif adalah penelitian yang bersifat deskrptif dan cenderung menggunakan 

analisa dengan pendekatan induk:tif. Proses dan rnakna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan 

dalarn penelitian ini (k:ualitatif). Penelitian k:ualitatif (Qualitative researt) bertolak dari 

filsafat kontruktivisrne yang berasnmsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interak:tif 

dan suatu pertukaran pengarnalan social ( ashared social eperience) yang diinterpretasikan 

oleh individu- individu (Nana Syiaodih :2001 : 94) 

Sernentara itu menurut Sugiono, 2009 : 15), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositifsime,digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alarniah sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalal1 

sebagai instrument k:unci, pengambilan sample sumber dandata dilakukan secara purposive 

dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis 

data bersifat induk:tif/kualitatif, dan h i1 penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

dari pada generalisasi. Landasan teori bagai pemandan dan penduk:ung agar fokus 

penelitian sesuai dengan realiiti yang terja:cli dilapangan. 
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3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten 

Deli Serdang. Penelitian akan dilaksanakan selama satu bulan. 

3.3. Bahan dan Alat Penelitian 

Adaptm bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Alat tulis untuk mencatat saat penelitian 

2. Melak:ukan wawancara dengan kepla desa dan perangkat desa 

3. Kamera unh1k perekam video sebagai a1at dokumentasi 

4. Dan segala sesuah1 yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

3.4. Teknik Pengambilan Informasi 

Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah model Homogeneus sampling, 

yaitu pengambilan sampel aug berdasarkan tujuan atau pertimbanga yang tepat untuk 

dijadikan informan dalam penelitian. 

Adaptm yang menjadi inf01man dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang 

b. Sekretaris Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdan 

c. Kepala Badan Permusyawaratan D a PD) Medan Estate 

d. Dan Perangkat Desa lainnya. 
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3.5. Teknik Pengambilan Data 

a. Library research (penelitian kepustak:aan) 

Penelitian kepustakaan ini adalah sebgai salah satu cara dalam proses pengambilan data 

dengan membaca buku -btlk:u, teori - teori , artikel-artikel , penmdang- undangan, melalui 

internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

b. Field research (peneliian lapangan) 

Dalam riset atau penelitian lapangan yang dilakukan untuk mencari data primer dengan 

langsung teijun ke lapangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penelitian ini . 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedm yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a. Observasi langsung 

Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan 

Langstmg di lapangan atau lokasi penelitian . Dalam hal ini penelitian dengan 

berpedoman kepada desain p nelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian 

tmtuk mengamati langsunO' berbagai hal fenomena atau kondisi ang ada di 

lokasi penelitian. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalal1 percakapan dua orang atau lebih dan berlangstmg antara 

naraswnber dan pewancara , tujuan wawancara adalah tmtuk mendapatkan 
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informasi dimana pewancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab 

narasmnber. Tujuan penulis menggunakan rnetode ini untuk memperoleh data 

secara jelas dan konkrit. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertuli s baik berupa karangan, memo, 

pengmnuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat dan berita 

yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggtmakan dokumentasi untuk 

menyimpan bukti data- data yang diperoleh peneliti . 

2. Analisis Data 

Tahap analisis data melakukan analisis teks yang meliputi struktur , konteks 

penuturan , proses penciptaan dan fungsi . Tahap analisis data ini bertujuan untuk 

melakukan penuli an laporan pada tahap selanjutnya. 

Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggtmaan teori ­

teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan 

pen~litian ini. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan 

dipadukan untuk kemudian dianali i dengan menggtmakan pendekatan kualitatif. 

hal ini digtmakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang din atakan 

oleh infonnan secara tertulis atau ang dipelajari dan ditulis sebagai suatu kesatuan 

yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang 

mampu menjawab kinerja Pemerintah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang menjadi kesimpulan 

dari hasil penelitian ini ialah : 

1. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan 

tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perus~ 

haan atau organisasi sesuai dengan standart kinerja atau tujuan yang ditetapkan 

lebih dahulu. Evaluasi Kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberi­

kan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. 

2. Dapat disimpulkan bahwa kinetja Pemerintah Desa Medan Estate belum cukup 

Efektif dalam melaksanakan tugas - tugas yang diberikan ole atasannya, serta 

melakukan program-program kerja yang searusnya menjadi tugas-tugas pokok 

para Pemerintah Desa Medan Estate. 

3. Hubungan sosialisasi antara Badan Pemusywaratan Desa (BPD) dengan masya­

rakat kurang tetjalin, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas sering terkendala 

untuk kedepannya penulis menyarankan kiranya BPD ini terus bersosialisasi 

kepaada masyarakat Desa Medan Estate, agar masyarakat juga tahu apa 

fungsi dan tugas BPD di Pemerintahan Desa Medan Estate ini. 
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B. Saran-saran 

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa Medan Estate untuk terus berbenah dan 

mengikuti perkembangan Teknologi khususnya dibidang Administrasi 

2. Suatu Pemerintahan Desa akan diapresiasi warganya, apabila mendapatkan pelayanan 

yang cepat dan tidak bertele-tele. 

3. Dalam hal pelayanan publik Pemerintahan Desa Medan Estate harus terus berbenah 

khususnya dibidang Teknologi dan Informasi , sehingga apa yang diharapkan 

masyarakat dapat terlaksana dengan baik. 

4. Pemerintahan Desa Medan Estate harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang perubahan Anggaran Desa yang baru dan untuk apa saja penggunaan Anggaran 

terse but. 

5. Pelayanan Kesehatan untuk Desa Medan Estate masih sangat kurang, sehingga apa 

apa yang didengungkan oleh Pemeritah Pusat tentang berobat Gratis bagi masyarakat 

yang kurang mampu masih sebatas semboyan. 

6. Untuk Kamtibmas Pemerintahan Desa Medan Estate perlu kerja sama dengan pihak 

Kepolisian khususnya POLSEK Percut Sei Tuan untuk menempatkan anggota POLRI 

Didaerah-daerah rawan dikawasan Medan Estate. 
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